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Abstrak: Penerapan e-Government di Indonesia bertujuan meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. E-Government menyediakan layanan publik berbasis digital (e-
Services), meningkatkan manajemen administrasi internal (e-Administration), dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (e-Democracy).
Implementasi ini memperkuat prinsip good governance dengan mengurangi potensi korupsi
dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintah. Melalui sistem seperti
e-budgeting dan e-procurement, pemerintah dapat memastikan keterbukaan data anggaran
dan program Kkerja. Partisipasi publik difasilitasi melalui platform interaktif yang
memungkinkan warga memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintah secara
langsung. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi
menjadi kendala utama. Dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, regulasi
yang mendukung, dan edukasi publik, e-Government dapat menjadi pilar utama dalam
mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: E-Government, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Teknologi
Informasi.

Abstract: The implementation of e-Government in Indonesia aims to improve transparency,
accountability, and efficiency in governance through the utilisation of information and
communication technology. E-Government provides digital-based public services (e-Services),
improves internal administrative management (e-Administration), and encourages public
participation in decision-making (e-Democracy). This implementation strengthens the principles
of good governance by reducing the potential for corruption and improving public access to
government information. Through systems such as e-budgeting and e-procurement, the
government can ensure transparency of budget data and work programmes. Public participation
is facilitated through interactive platforms that allow citizens to provide feedback and monitor
government performance directly. However, challenges such as the digital divide and low
technological literacy are major obstacles. With equitable technological infrastructure
development, supportive regulations, and public education, e-Government can be a key pillar in
realising responsive, transparent, and accountable governance.

Keywords: E-Government, Transparency, Accountability, Good Governance, Information
Technology.

PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya era digital, pemerintah di berbagai negara, termasuk
Indonesia, dituntut untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan
pertanggungjawaban dalam pengelolaan administrasi publik. Salah satu strategi
untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan kebijakan e-government, yaitu
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan.
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Langkah ini bertujuan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat
sasaran kepada masyarakat sekaligus menciptakan pemerintahan yang responsif
terhadap kebutuhan publik (Batuara et al., 2022).

Transparansi sering kali menjadi isu utama yang memengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui e-government, masyarakat
dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan program
pemerintah secara daring. Dengan keterbukaan ini, masyarakat memiliki peluang
untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan masukan yang membangun.
Selain itu, e-government juga dapat mengurangi risiko korupsi karena setiap
keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time oleh
masyarakat dan otoritas terkait (Syuaib et al., 2023).

Akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam kebijakan ini. Implementasi e-
government memungkinkan pemerintah menunjukkan tanggung jawab atas setiap
tindakan, terutama terkait pengelolaan anggaran publik. Sistem seperti e-budgeting,
e-audit, dan e-procurement membantu menciptakan transparansi dengan
menyediakan rekam jejak yang dapat dinilai secara objektif oleh pihak yang
berkepentingan (Musri et al. 2024). Penerapan e-government menghadapi berbagai
tantangan. Kesenjangan digital menjadi kendala utama, terutama karena tidak semua
masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Selain itu, literasi
digital yang rendah di beberapa wilayah dapat menghambat keberhasilan program ini.
Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata dan
program edukasi bagi masyarakat serta aparatur pemerintah untuk mendukung
implementasi sistem digital ini (Anita & Astuti, 2022).

Di Indonesia, inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
telah diluncurkan untuk mendukung e-government. SPBE bertujuan memperkuat
integrasi data antarinstansi, menyederhanakan pelayanan publik, dan meningkatkan
akuntabilitas pemerintah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, e-government
diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan
mendapat kepercayaan publik (Ramadhania & Sutisna, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
untuk menganalisis penerapan kebijakan e-government dalam mendorong
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses, dinamika, serta tantangan
yang muncul selama implementasi kebijakan tersebut. Lokasi penelitian difokuskan
pada instansi pemerintah yang telah mengadopsi sistem e-government, dengan
perhatian khusus pada platform atau aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan
informasi publik dan akuntabilitas (Pertiwi et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para
pejabat pemerintah, analisis dokumen kebijakan, serta observasi langsung terhadap
penggunaan sistem e-government. Wawancara bertujuan memahami pandangan dan
pengalaman praktisi dalam melaksanakan kebijakan, sementara analisis dokumen
bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan tertulis dengan praktiknya.
Observasi langsung digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis dan operasional
yang muncul dalam pelaksanaan sistem. Untuk memastikan keakuratan data, teknik
triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang
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memungkinkan pengelompokan isu-isu utama terkait transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan e-government berkontribusi
terhadap keterbukaan informasi publik, akses masyarakat terhadap layanan
pemerintah, serta efisiensi dalam pelaporan akuntabilitas (Yunus et al., 2024).

HASL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Tujuan E-Government

E-Government, atau pemerintahan elektronik, merupakan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi publik untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah kepada
masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengubah
proses manual yang sering kali lambat dan birokratis menjadi sistem digital, e-
Government memungkinkan penyelenggaraan layanan yang lebih cepat, aman, dan
efektif. Ruang lingkupnya meliputi portal layanan daring, sistem informasi
manajemen, hingga aplikasi yang mendukung koordinasi antarinstansi pemerintabh,
sehingga memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien antara pemerintah dengan
masyarakat dan pelaku bisnis (Choirunnisa et al.,, 2023).

Tujuan utama e-Government adalah menciptakan pemerintahan yang lebih
responsif, terbuka, dan bertanggung jawab. Digitalisasi ini memungkinkan layanan
publik, seperti pembayaran pajak, pengajuan dokumen, dan manajemen data
administratif, menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, e-Government bertujuan
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui
mekanisme interaktif, seperti konsultasi publik atau survei daring. Dengan demikian,
kesenjangan akses terhadap layanan pemerintah, khususnya bagi masyarakat di
daerah terpencil, dapat ditekan (Pertiwi et al.,, 2021).

E-Government juga memiliki manfaat strategis dalam memperkuat prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem digital yang
terintegrasi membantu mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan
menciptakan jejak digital atas setiap proses yang dilakukan. Selain itu, efisiensi
operasional dapat dicapai melalui pengurangan biaya administrasi, memungkinkan
pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas. Di tingkat global,
penerapan e-Government meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara dengan
menyederhanakan proses bisnis dan mendorong percepatan investasi dalam era
digital (Muhajir et al.,, 2024).

B. Komponen Utama E-Government

E-Government adalah inovasi dalam pengelolaan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan
efektivitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Tiga komponen utama dalam E-
Government yaitu E-Services, E-Administration, dan E-Democracy, saling mendukung
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setiap komponen
memiliki peran yang signifikan dalam membangun ekosistem pemerintahan digital
yang inklusif dan berkelanjutan (Zahra et al., 2024).

e E-Services (Layanan Publik Secara Digital)

E-Services merujuk pada penyediaan layanan publik secara digital, yang
memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudabh.
Contoh penerapan E-Services antara lain pembayaran pajak secara online, pengajuan
izin usaha secara daring, serta layanan e-KTP. Dengan E-Services, masyarakat tidak
perlu datang langsung ke kantor pemerintah, yang menghemat waktu dan biaya.



Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi karena data transaksi tercatat secara
otomatis dan dapat diaudit. Namun, tantangan dalam penerapan E-Services termasuk
kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi data antar lembaga,
serta pendidikan masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital ini (Zakiah et
al,, 2024).

e E-Administration (Manajemen Administrasi Internal yang Transparan)

E-Administration berfokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam
pengelolaan administrasi pemerintah. Teknologi digunakan untuk mengelola data
pegawai, anggaran, dokumen, dan pengambilan keputusan secara digital. Sistem
seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-filing memungkinkan pemerintah untuk
memonitor kegiatan secara langsung, mencegah pemborosan anggaran, serta
mengurangi praktik korupsi. Dengan sistem ini, pengelolaan administrasi menjadi
lebih terorganisir dan mudah untuk diaudit. Namun, keberhasilan E-Administration
memerlukan dukungan regulasi yang kuat, pelatihan sumber daya manusia, serta
perlindungan data agar sistem tidak disalahgunakan (Zahra et al., 2024).

e E-Democracy (Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan)

E-Democracy memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan pemerintah melalui platform digital. Partisipasi ini bisa
berupa konsultasi publik, pemungutan suara online, atau pengajuan pendapat melalui
portal resmi pemerintah. Contoh E-Democracy termasuk platform survei kebijakan
dan forum diskusi daring yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
memberikan masukan langsung. E-Democracy meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah karena kebijakan yang diambil mencerminkan suara dan
kebutuhan masyarakat. Tantangan dalam implementasi E-Democracy mencakup
akses teknologi oleh masyarakat, keamanan data, serta upaya untuk mencegah
penyalahgunaan platform seperti penyebaran hoaks (Haryani et al., 2024).

Ketiga komponen E-Services, E-Administration, dan E-Democracy harus
terintegrasi dengan baik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif,
transparan, dan inklusif. E-Services mempermudah pelayanan bagi masyarakat, E-
Administration meningkatkan efisiensi di internal pemerintah, dan E-Democracy
menjamin partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penerapan E-Government
yang sukses memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, investasi dalam
infrastruktur teknologi, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan
demikian, E-Government bukan hanya alat untuk meningkatkan pelayanan publik,
tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

C. Transparansi Melalui E-Government

Keterbukaan melalui e-Government merujuk pada penerapan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta
partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan memanfaatkan platform
digital, pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh
publik, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
kebijakan dan layanan yang disediakan. e-Government memfasilitasi komunikasi yang
lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan interaksi dua arah
serta memberikan akses langsung ke data publik yang relevan, seperti anggaran
negara, laporan keuangan, dan hasil audit (Ilham et al.,, 2024).

Implementasi e-Government dalam meningkatkan transparansi pemerintahan
memberikan dampak besar terhadap pengelolaan data dan informasi publik. Sebagai
contoh, dengan adanya portal pemerintah daring, data yang sebelumnya terbatas dan
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sulit diakses kini dapat diunduh dan diperiksa oleh siapa saja. Ini memberi
kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan
mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang tidak
transparan. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi terbuka juga memudahkan
masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik serta proyek-proyek
pemerintah yang tengah berlangsung dengan pembaruan secara real-time (Tasyah et
al.,, 2021).

Salah satu aspek kunci dari transparansi melalui e-Government adalah
partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Platform e-Government
yang interaktif memungkinkan warga untuk memberikan masukan, bertanya, atau
mengkritik kebijakan pemerintah. Dengan adanya saluran komunikasi yang mudah
diakses, seperti aplikasi mobile atau website pemerintah, masyarakat dapat merasa
lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan
keterbukaan, tetapi juga membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi
publik dengan lebih baik. Meski e-Government menawarkan berbagai keuntungan
dalam hal transparansi, tantangan teknis dan sosial juga perlu diperhatikan. Salah
satunya adalah masalah aksesibilitas, di mana tidak semua kelompok masyarakat
memiliki kemampuan atau infrastruktur yang memadai untuk mengakses platform
digital. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan informasi, di mana sebagian orang
tidak dapat berpartisipasi dalam pengawasan atau proses pembuatan kebijakan.
Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu penting, karena semakin banyak
informasi yang dibagikan secara digital, semakin tinggi risiko penyalahgunaan data
pribadi atau kebocoran informasi sensitive (Haris & Enala, 2024).

Untuk memastikan e-Government dapat meningkatkan transparansi secara
efektif, dibutuhkan regulasi dan kebijakan yang mendukung serta edukasi bagi
masyarakat mengenai cara menggunakan teknologi ini. Pemerintah perlu
menyediakan pelatihan agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan
informasi yang tersedia secara optimal. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan
bahwa platform e-Government bukan hanya sekadar alat penyebaran informasi, tetapi
juga sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan dan
keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.
Dengan demikian, e-Government akan menjadi instrumen yang kuat dalam
membangun pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis (Supriatna &
Hadianti, 2024).

D. Akuntabilitas Melalui E-Government

Akuntabilitas dalam konteks e-Government merujuk pada pemanfaatan
teknologi informasi untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pemerintahan. Melalui sistem digital, e-Government memfasilitasi
penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, termasuk laporan keuangan,
kebijakan, dan berbagai kegiatan pemerintahan yang dapat diakses secara daring oleh
masyarakat. Dengan e-Government, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang
lebih rinci mengenai pengelolaan anggaran dan program-program yang sedang
berlangsung, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengawasi kinerja
pemerintah (Bao et al., 2024).

Penerapan e-Government meningkatkan akuntabilitas dengan meminimalkan
potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem elektronik ini memungkinkan
pencatatan yang lebih terstruktur dan mudah diaudit, serta mengurangi interaksi
langsung antara petugas pemerintah dan masyarakat yang sering menimbulkan



penyalahgunaan wewenang. Proses pengajuan dan pelaporan juga menjadi lebih
efisien dan terorganisir. Selain itu, e-Government menyediakan sarana bagi
masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah serta kecurangan
dalam pelayanan publik, memperkuat peran serta masyarakat dalam memastikan
pemerintahan yang bersih dan efektif (Laming et al., 2023).

Pemeriksaan mengenai e-Government benar-benar dapat meningkatkan
akuntabilitas, dibutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta
pelatihan bagi aparat pemerintah dalam mengoperasikan sistem tersebut. Tanpa
kebijakan pendukung, seperti perlindungan data pribadi dan tindakan tegas terhadap
pelanggaran, sistem ini berisiko tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu, selain
mengimplementasikan teknologi, penting untuk membangun budaya pemerintahan
yang terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan serta keluhan
masyarakat agar e-Government dapat berfungsi secara maksimal dalam
meningkatkan akuntabilitas pemerintahan (Musri et al., 2024).

E. Tantangan Implementasi E-Government

Implementasi e-Government menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait
dengan ketidakmerataan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah, khususnya di
daerah-daerah terpencil. Walaupun banyak kota besar di Indonesia telah
mengembangkan layanan e-Government yang canggih, sejumlah daerah masih
menghadapi masalah dengan konektivitas internet yang buruk atau terbatasnya akses
teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan
layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur teknologi
menjadi tantangan utama untuk memastikan bahwa semua kalangan masyarakat
dapat merasakan manfaat dari e-Government (Nur & Ardiansyah, 2024). Selain itu,
kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi hambatan. Banyak pegawai pemerintah,
terutama yang bertugas di daerah, belum terampil dalam mengoperasikan sistem
berbasis digital, yang menghambat kelancaran pelaksanaan e-Government. Oleh
karena itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM sangat penting agar mereka
dapat mengelola sistem ini secara efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan
dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual juga bisa memperlambat proses
adopsi teknologi baru ini (Maghfiroh, 2021).

Tantangan lainnya adalah masalah keamanan dan perlindungan data pribadi.
Seiring berkembangnya e-Government, data warga dan informasi penting lainnya
akan semakin banyak dikelola secara digital, meningkatkan risiko kebocoran data dan
serangan siber. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem keamanan yang kuat dan
kebijakan perlindungan data yang tegas untuk menjaga privasi serta kepercayaan
masyarakat. Hal ini memerlukan investasi besar dalam teknologi keamanan siber
serta kebijakan yang jelas dan transparan untuk melindungi data dari potensi
penyalahgunaan (Suari & Sarjana, 2023).

F. Strategi Implementasi yang Efektif

Strategi implementasi yang efektif mencakup langkah-langkah yang terencana
dengan baik untuk mencapai tujuan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Agar
strategi ini berhasil, penting untuk memiliki perencanaan yang matang, yang
mencakup tujuan yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, dan penetapan indikator
kinerja yang dapat diukur. Perencanaan yang baik akan membantu pelaksanaan
kegiatan secara terstruktur dan meminimalkan potensi kegagalan. Dalam hal ini,
komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan
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koordinasi yang lancar dalam melaksanakan setiap tugas (Faujiah et al., 2023).

Pengelolaan sumber daya yang optimal merupakan komponen kunci dalam
strategi implementasi yang efektif. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya
mencakup dana, tetapi juga tenaga kerja, waktu, dan teknologi. Pengelolaan yang
efisien dari sumber daya ini akan meningkatkan efektivitas program, karena setiap
elemen dapat memberikan kontribusi terbaik. Oleh karena itu, pelatihan dan
peningkatan kapasitas bagi tim yang terlibat, serta penyediaan fasilitas yang
mendukung, menjadi hal yang penting. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk
memastikan setiap langkah sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang
(Efendy & Ilvira, 2020).

Evaluasi dan penyesuaian berkala juga sangat penting dalam memastikan
implementasi strategi yang efektif. Dalam proses implementasi, seringkali muncul
hambatan atau perubahan yang mempengaruhi jalannya strategi. Oleh karena itu,
diperlukan mekanisme untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi masalah
yang muncul. Jika diperlukan, strategi harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan
tantangan baru. Dengan demikian, keberhasilan strategi implementasi dapat dicapai
melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif serta penanganan
tantangan yang ada (Winarto et al., 2023).

G. Manfaat E-Government bagi Transparansi dan Akuntabilitas

E-Government atau pemerintahan elektronik memberikan manfaat besar dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Salah satu keuntungan
utama dari penerapan e-government adalah kemudahan akses informasi bagi publik.
Melalui platform digital, data dan informasi terkait pemerintah, seperti anggaran,
kebijakan, dan program-program publik, dapat diakses secara online dan real-time
oleh masyarakat. Ini memberi kesempatan bagi warga negara untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung, yang pada gilirannya
meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kebijakan (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

E-government juga memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme
pengawasan yang lebih efektif. Platform digital memungkinkan publik untuk
melaporkan keluhan atau temuan terkait pelayanan publik secara cepat dan efisien.
Dengan adanya sistem pelaporan online, setiap laporan atau aduan dapat segera
dipantau dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, sehingga mempercepat
respons pemerintah terhadap masalah yang ada. Hal ini juga mengurangi potensi
penyalahgunaan kekuasaan, karena setiap tindakan pemerintah dapat dengan mudah
diawasi dan dilaporkan oleh masyarakat (Kristian et al., 2024).

Keuntungan lainnya adalah pengelolaan data yang lebih terstruktur dan
terintegrasi. Dengan menggunakan sistem e-government, berbagai data yang
sebelumnya terpisah dapat digabungkan dalam satu sistem yang mudah diakses dan
dikelola. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat
berdasarkan data yang akurat. Selain itu, integrasi data mempermudah pemantauan
penggunaan anggaran dan sumber daya, sehingga memastikan dana publik digunakan
dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, mekanisme ini memperkuat
transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas
kepada publik (Ilhamsyah & Nuhari, 2024).



KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan kebijakan e-
government memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui e-government, masyarakat dapat dengan
mudah dan cepat mengakses informasi penting mengenai kebijakan, anggaran, dan
program pemerintah, serta turut berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan melalui platform digital. Ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan
yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik, serta
mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Implementasi e-government juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang
perlu diatasi. Kesenjangan digital, baik dalam akses teknologi maupun literasi digital
masyarakat, menjadi kendala yang dapat menghambat efektivitas penerapan sistem
ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur yang merata dan program edukasi yang komprehensif agar masyarakat
dan aparatur pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi harus menjadi
perhatian utama agar e-government dapat berjalan dengan baik dan memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat.
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